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ABSTRAK

sclama berlaku Undang-Undang Momor 5 Tahun 1979 Tentang Desa yang
menyeragamian semua unit pemerintaban terendah dengan nama desa. Undang-Undang
ini telah menempatkan Kepala Desa sebagai penguasa dalam pemerintahan’ desa
meskipun i desa juga dibentuk Lembaga Musvawarah Desa (LMD} tetapi lembapa ini
hanya sebagal formalitas sajo, karena ketua LMD langsung dijabat olch Kepala Desa
sehingea kekuasaan pada desa bertumpuk pada Kepala Desa.

Terjadinya perubahan di tingkat kelembagasn pasti berdampak pada perubahan
dalam tugas dan fungsi organisasi, Perubahan kelembagaan di tingkat desa dengan
diberlakukannya  Undang-Undang Noemor 32 Tahun 2004 telah  mengakibatkan
inunculnya mekanisme baru dalam pelaksanaan tata pemenntahan desa, dan juga adanva
kewenangan-kewenangan baru. Dampaknya, tidak hanya positif bagi aparatur pelaksang
dan masyarakat, tetapi juga memunculkan konflik dalam hubungan antar-lembaga di
desa.

Penelitian ini bertyjuan untuk mengetabui hubungan pemerintah desa dengan
Badan Permusyawszratan Desa dalam mewujudkan Good Governance, Penclitian
dilaksanakan di Desa Tanjung Rambutan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Metode
Pendekafan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis
sasiologis, untuk memperoleh data penulis menppunakan wawancara dengan Eepala
Desa, Badan Permusvawaratun Desa serta masvarakat desa serta studi dokumen, Analisis
data dilakukan secara kualitatif sehingga mengahasilkan data yang bersifat deskriptif.

Unsur penyelenggara pemerintahan desa vaitn Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan  Desa vang  semestinva menjadi mila dalam  penvelengparaan
pemerintahan desa wntuk mewujudkan Good Governance dengan asas chek and balance
nyatanya terjadinya hubungan yang kurang harmenis antara Pemeintah Desa dengan
Badan Permusvawaratan Desa akibat terjadinya ego sektora! penyelenggara pemerineah
desa tersebul,

Hubungan yung kurang barmonis antara Pemerintah Desa denpan Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung  Rambutan  mengakibatkan  jalannva
pemerintahan desa kurang efektif dan efisien sehingga masvarakat enppan untuk
berpartisipasi yang mengakibatkan kusangnya transparansi dalam pemerintahan desa
sehingea akuntabilitas sulit untuk dapat diwujudkan,

Beberapa upaya konsolidasi telah dilakukan baik inisiati§ masyarakat ataupun
kecamatan untuk memperbaiki hubungan vang kurang harmonis tersebut, tetapi belum
memperlibatkan  hasil  yang  signifikan, Hubungan yang kurang  harmonis  ini
mengakibatkan lembaga-lembapa yung ada pada tingkat Desa Tanjung Rambutan tidak
mampy untuk saling menguatkan, sehingga tujuan pemberian hak otonomi desa vang
shan menjadi tonggak teeciptanya kesejahterann masyarakat pada tingkat desa tidak dapat
terwujud karena tidak terciptanyva Tata Pemerintahahn Yang Baik (Good Crovernance).
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang asar MNegara Republik Indonresia tahun 1945 merupakan
hukum tertingst dan instrumen utama bagl pemerintah Indonesia. Selama 64 tahun,
LI 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintah, dan
memadi dasar bagi stabilitas politik, kebebasan Hak Asssi Manusia, pertumbuhan
ckonomi dan kemajuan sosial. Sejak awal berdivinva Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada tangeal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi karena negara
merupakan suatu organisasi kekuasaan (kewibawaan) atau sebuah bentuk pergaulan
hidup vang harus memenuhi persvaratan tertentu. antara lain: ada pemeriniah yang
perdaulat. wilavah (daerah) tertente dan rakval vang hidup teratur, serta harus ada
tujuannyva. Para pendin negara telah menjatubkan pilihannya pada prinsip pembagian
Lekuasaan dalam penvelenggaraan pemerintahan negara Indonesia vang tujuannya
rercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1943 vang
perbunyi:

= Melindungn sepenap bangsa Indonesia don seluruh tumpabh  darah

Indonesia dan untuk  memajukan kesejahterman  wmuem,  mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan kot melaksanakan ketertiban donia vang berdasarkan

kemerdekaan. perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
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Negara  Republix  Indonesia sebagai negara kesatman  menganut  asas
desentralisasi dalam menyelengparakan  pemerintaban  denpan  memberikan
kesempatan dan kelelugsaan kepada daersh untuk menyelenggarekan otonomi dacrah.
Karena it pasal 18 avat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menvatakan bahwa “Negara
kesatuan Republik Indonesia dibagi daerah-dacrah provinsi dan dasrah provinsi i
dibagl atas kabupaten dan kota, vang tiap-tisp provinsi, kebupaten, dan kota it
mempunyai pemerintahan daerah, vang diater dengan undang-undang”, Dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelumn amendemen menyvebutkan bahwa:'

Karena nepara Indonesia itu suatu eenheidssioet, maka Indonesia tidak akan
mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staar juga, Daerah
indonesia akan di bagi dalam derah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi
dalam daerah lebih kevil. Daerah-daerah it bersifal atonomi fsireek en locale
rechisgemeenschappen) atay bersilal daerah administeasi belaka, semuanya
menurtl aturan vang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-
dagrah vang bersilal olonom akan diadskan badan perwakilan dacrah, oleh
karena  itu di  daerah pun  pemerintahan  akan  hersendi  alas  dasar
permusyawsiratan.

Pasal 181 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara mengakui
dan menghormali  kesstuan-kesatuan masyarakat hukum  adat beserta  hak-hak
iradisionalnya sepanjang masth hidup dan sesuai dengan perkembangan masvarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur datam undang-undang,

Dalam kenyataan di masyarakst, memang terdapat pula keanckarapaman

Calam Resatuan-kesatan masyarakat vang terendah, kesaluan masyarakat vang

Simaksud adalah: Desa di Jawa dan Madura atan istilah Gampong di Aceh, huta di

HANW. Widiaja, 2004, Chowomi Desa Merspakon ionoef varg Asll, Budar dan Uned, JTakaria,
sajawali Pers, il
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Tanah Batak, Nagari di Minangkaban, Marga di Sumatera Selatan. Suku dibeberapa
daerah Kalimantan dan lain sebapsinva.® Sekarang kata desa sudah menjadi bahasa
vang umum dipakm untuk menamakan kesaman masyarakat terendah,

Pengaturan  khusus ientang pemerintahan desa ini baru ada semenjak
diundangkannya Undang-Undang Nomar § Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa,
tetapi subtansi dalam  undang-undang tantang desa ini masih jaub dari harapan.
Bahkan penerapan dari undapg-undang ini tidak menghargai dan menghomati
keanckaragaman dalam Kesaluan-kesstuan masyarakat yang terendah, karena undang-
undang ini menghendaki adanya suatn keseragaman dalam pemerintahan yang
terkecil di seluruh wilayah Indenesia. Hal ini dipengaruhi oleh rezim pembentuk
undang-undang itu yang otoriter dan sentralistik. Kuatnva pengaruh pemerintah pusat
dalam  penyelenggaraan pemerintahan di daerah fermasuk pemerintahan desa
menyebabkan pemeriniah desa tidak dapat lagi menyelenggarakan pemerintabannya
secara mandini, Dalam rumusan pasal 1 huraf a beserta penjelasan pasal dan
penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tersebut dinvatakan hahwa
“menyelenggarakan rumah tangganya”™ dalam pasal tersebut tidak berarti diberikan
kedudukan otonomi.’ Jadi desa buksn diansosp lapl sehagai kesaluan masyarakat
Aukum vang otonom tetapi hanyva berstatus sebapai wilavah administratif sehaga

kepanjangan tangan pemerinlah pusat atau pelaksansan asas dekonsentrasi.

“Jimly Asshidigie, 2007, Pakok-Pokok Hukim Tata Negara Indenesia Pasca Reformass, Jakara , PT,
Suana Hmu Popaler, il 491
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PENUTUP

Drerdasarkan uraian dan kajian tentang Kerja Sama Pemerintah Desa Dengan
Badan Perwakilan Dresa Dalam Mewujulkan Gaod Governaee dalam hal ini Desa
Tanjung Rambutan. maka diramuskan kesimpulan dan saran-zaran sebagai beriku;
A, KESIMPULAN

1. Pemerintahan Desa Tanjung Rambutan dilaksapakan olch dua unsur vaim

Pemerintah Desa sebapai kekuassan eksekutit dan Badun Permusyawaratan

Diesa {BPD) sebagai lembaga legislalif desa. Ada beberapa kesaluhan vang

dilakukan dalam pelaksanaan pemerintahan desa baik vanp bersumber duri

pemerintahan dess sendiri. Seperti kepentingan politik para elit desa |ehih

mendominasi dalam membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan di desa,

Adanya  kelemahan dalam  penpaturan tentang  desa scperti pelemahan

terhadap lembaga legislat desa, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 22

tahun 1999 dinamakan dengan Badan Perwakilan Desa vang ditetapkan

melalun pemeilhan, diganti oleh Unadang-Undang Nomor 32 ‘Tahun 2004

menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan secara musvawarah

dan mufakat yvang berbasis perwakilan wilayval.

2. Hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa denpan Badan Permusvawaratan
Desa (BPDY) di Desa Tanjuog Rambulan kurang berjalan denpan baik.
sehingga kedua unsur pemcerintahan desa ini Gdak dapat maksimal dalam

menjalankan fungsinya masing-masing. Kecendrungan vang dilakukan oleh



pemerintah pusat dalam pengaturan tentang desa terlihat adanva upava untuk
kembali memusatkan pemerintaban desa kepada kepala desa dan disisi lain
pemerintah - pusat . mengurangl kedudukan  dan peran dari Badan
Permusyawaratan Desa. Hal ini menjadi kendala vang mendasar dalam

membentuk pemerintaban vang berprinsip kemitraan.

3. Beberapa upaya telah dilakukan amuk memperbaiki hubungan vang kurang

Barmonis antara pemerintah Desa dengan Badan Permusvawaratan Desa
(BPLI}, baik dari inisiatf pemoka masvarakat ataupun dari pihak kecamatan
tetapl tidak mendapatkan hasil yang signifikan. dari pihak pemerintah pusat
maupun  daerah  belum  memperlibatkan upava unuk  merevisi ataupun
membimikan pengtauran vang lebih objektil” dan realistis, sehingga upaya
untuk mewujudkan Tata Pemerintaban Yang Baik (Good Governonee) di

Dresa Tanjung Rambutan belum berhasil.
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